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Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat,

mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jatidiri

Koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas,

kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada

anggota dan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, koperasi perlu pengawasan

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pengawasan

Koperasi.
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Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang

PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5394);

3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta

Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3540);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3549);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3591);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang

Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3744);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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9. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2015 tentang

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH TENTANG PENGAWASAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Pengawasan dan pemeriksaanKoperasi adalah kegiatan

yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi

untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar

kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan

mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau

keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa

Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

4. Kelembagaan Koperasi adalahsuatu hubungan dan

tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu

anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang

lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang

dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa

keuntungan, upah, laba usaha, atau SHU dalam
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Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan

masyarakat.

6. Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan

norma-norma yang berlaku dalam Koperasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

9. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah

Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

11. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
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BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengawasan Koperasi bertujuan :

a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan

Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan

pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah

keanggotaan Koperasi; dan

b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi

dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengawasan Koperasi adalah:

a. terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan

tangguh; dan

c. terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat Pengawasan bagi Koperasi adalah untuk

mendorong koperasi :

a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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